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BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR .O.l TAHUN 2007 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2007 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, · menyatakan apabila 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang 
ditetapkan tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah 
terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah melaksanakan pengeluaran 
setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya 
untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan 
peraturan kepala daerah tentang APBD; 

b. bahwa sehubungan dengan kondisi seperti tersebut pada butir a, dan 
agar tetap terjaminnya pembiayaan keperluan setiap bulan dalam rangka 
melaksanakan kewenangan wajib dan pilihan, maka perlu menetapkan 
Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang APBD Tahun Anggaran 
2007; 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312} sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republ!k 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 3569} ; 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran ·Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685} ; 
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4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3688) ; 

5. Undang-undang N_omor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bers1h dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4389) 

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400) 

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421) 

11 . Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik_ Indonesia_ Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4548) · 

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 200~ tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerrntah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 

13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090) 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No~or 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139), 

• 
2 

Dipindai dengan CamScanner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4503); 

19. Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

21 . Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnforrnasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nornor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

22. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

26. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

27. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007. 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai 
berikut : 

1. Pendapatan Rp 796.068.634.730,00 

2. Belanja Rp 791 .310.740.176,00 (-) 

Surplus / (Oefisit) Rp 4.757.894.554,00 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp 8.757.961 .381 ,00 
b. Pengeluaran Rp 13.515.855.935,00 (-) 

Pembiayaan Netto Rp -4.757.894.554,00 

Pasal2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 75}19.196.740,00 

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 693.205.993.000,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 
27.143.444.990,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah sejumlah Rp 17.732.748.000,00 

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 46.206.055.940,00 

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 
Rp 4.871 .292.800,00 

d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah 
Rp 6.909.100.000,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan : 

a. Dana bagi Hasil sejumlah Rp 28.903.993.000,00 

b. Dana A lokasi Umum sejumlah Rp 654.154.000.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 10.148.000.000,00 

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah 
Rp 1.181 .685.000,00 

b. Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah 
Rp 25.961 .759.990,00 
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Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas : 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 619.164.493.956,00 

b. Belanja Langsung sejumlah Rp 172.146.246.220,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 550.229.622.998,00 

b. Belanja Bunga sejumlah Rp 142.000.000,00 

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 36.792.870.958,00 

d. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 1.000.000.000,00 

e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 25.000.000.000,00 

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 6.000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 25.821 .936.933,00 

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 51 .643.873.866,00 

c. Belanja Modal sejumlah Rp 94.680.435.421,00 

Pasal4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas : 

a. Penerimaan sejumlah Rp 8.757.961.381 ,00 

b. Pengeluaran sejumlah Rp 13.515.855.935,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pembiayaan Silpa tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 
8. 757.961.381,00 

(3) Pengeluaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pembiayaan : 

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 10.000.000.000,00 
b. Penyertaan Modal sejumlah Rp 3.405.759.445,00 
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 110.096.490,00 

Pasal5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banyumas 
ini, terdiri dari : 

1. Lampiran 

2. Lampiran II 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Organisasi; 
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3. Lampiran Ill Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan 
Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut 
Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerinlahan 
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Oaerah Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Oaerah dan Fungsi 
Oalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Oaftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah ; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asel 
Tetap Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asel 
Lainnya; 

11 . Lampiran XI Oaftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan daerah; dan 

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal6 

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih 
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal7 

Pengeluaran setinggi-tingginya dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
sebagaimana dimaksud pada pasal 6 untuk keperluan setiap bulan 
diprioritaskan untuk belanja yang bersif at mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib. 

Pasal8 

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 adalah 
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh 
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan 
dalam tahun anggaran yang bersangkutan. seperti belanja pegawai, belanja 
barang dan jasa. 
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Pasal9 

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan 
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendidikan 
dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 dan berlaku 
sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 
2007. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah. 

Diundan9l<an di Pc1·woke1·t o 
P.:ida Tangg,:I .. J. ,2. .JAN. 2007 .. 
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